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ABSTRAK 

Skripsi ini merupakan hasil penelitian dengan judul “Analisis Fiqh Siyāsah 

Terhadap Kewenangan Kepala Desa Sumbersuko Dalam Mewujudkan Tata 

Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Menurut Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 Tentang Desa” yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang telah 

dipaparkan pada rumusan masalah yakni Bagimana Kewenangan Kepala Desa 

Sumbersuko Gempol Pasuruan dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik 

(Good Governance) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 

serta menjawab Bagimana Analisis Fiqh Siyāsah Terhadap Kewenangan Kepala 

Desa Sumbersuko Gempol Pasuruan Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang 

Baik (Good Governance) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 

Desa. 

Skripsi ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode 

penelitian hukum empiris. Data penelitian diperoleh dari hasil wawancara, 

observasi, serta literatur yang dianggap relevan dengan penelitian ini. Penelitian ini 

menggunakan analisis deskriptif dengan pola deduktif yakitu dengan memaparkan 

bagaimana kewenangan kepala Desa Sumbersuko mewujudkan pemerintahan yang 

baik yang dapat dilihat dari segi analisis fiqh siyāsah dan Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2014 Tentang Desa. 

Dari penelitian ini menjelaskan bahwa kepala desa memiliki peran penting 

dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Peran Kepala Desa dalam 

mewujudkan tata pemerintahan yang baik dapat kita lihat dari berbagai macam 

karakteristik dalam mewujudkan pemerintahan yang baik yang diantaranya 

partisipasi, penegakan hukum, transparansi, daya tangkap, berorientasi konsensius, 

berkeadilan, efektifitas dan evisiensi, akuntabilitas, bervisi strategis. Dalam 

menjalankan pemerintahannya Kepala Desa telah menjalankan tugasnya sejalan 

dengan peraturan perundang-undangan dan fiqh siyāsah agar tercipta masyarakat 

yang sejahtera.  

Dari hasil penelitian, peran Kepala Desa dalam mewujudkan tata 

pemerintahan yang baik sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena Kepala Desa 

merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di pemerintahan Desa.  
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